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Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan
yudicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Igbal Ramadhan bin
Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua
bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari’at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia
tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama
Muhammad Igbal Ramdhan Bin Moerdiono. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undung
Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Igbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai
warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah
dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak
sah dan berakibat hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah serta status Muhammad Igbal Ramdhan
sebagai anak Moerdiono .

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Indonesian Republic Contitutional Courts Adjudication Number 46/PUU-VIII/2010 date 27 Pebruary 2012 born because
as it as yudicial review from Hj. Aisyah Mochtar and her childs Muhammad Igbal Ramadhna bin Moerdiono to the
paragraph 2 section (2) and paragraph 43 section (1) Law Number 1 Year of 1974 about Marriage that Moerdiono as a
husband has been marriage again with second wife is Hj. Aisyah Mochtar according to the Islamic law without as noted in
Marriaged Registered, and not have Book of Citation Mariiage Certificate from their marriage and born son that name
Muhammad Igbal Ramadhan. Obtain paragraph 2 section (2) and paragraph 43 section (1) Law Number 1 Year of 1974
about Marriage then the constitutional rights as a citizens of Republic Indonesia that guarantee with paragraph 28 B
section (1) and (2) also paragraph 28 D section (1) UUD 1945 i've been lose out because that marriage is not valid in
Indonesian marriage law.

Keywords: Child out of marriage, Contitutional Courts
laki yang bernama Muhammad Igbal Ramdhan Bin
Moerdiono.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya
permohonan yudicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah
Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Igbal
Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai
seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan
istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara
syari’at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta
Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta
Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-
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(1)) Undang-Undung Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka
Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Igbal Ramdhan hak-
hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang
dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28
D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status
perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap
anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah dan berakibat
hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj.
Aisyah serta status Muhammad Igbal Ramdhan sebagai anak
Moerdiono.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menyatakan perkawinan adalah sah apabila
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dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, selanjutnya ayat (2)-nya menyatakan
“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan menyatakan “anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya”. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1)
yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”,
Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,
dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi
berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan
perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Mahkamah
Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan
faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan
merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan
berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban kewajiban
administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ;
pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud
diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk
memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan
dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan
yang merupakan tanggung jawab negara dan harus
dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang
dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945.

Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan,
maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan
ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara
administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar
perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang
berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas,
dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan
dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.
Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak
yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan
dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi
secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil
tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan
spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun
melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak
tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa
anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan
seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan
dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak
tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki
yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan
terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak.
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Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena
kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara
seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah
hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan
kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya
adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan
anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-
mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat
juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah
antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.
Kemudian Mahkama Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal
43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu
diktumnya me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya”

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 2 (dua)
permasalahan, yaitu : (1) Apakah dasar pertimbangan
hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/PUU-
VIII/2010 dan ? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum
terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe
penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang
digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute
approuch) pendekatan konseptual (conceptual approach)
dan pendekatan kasus (case Aprroach). Skripsi ini
menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non
hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-
bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang
mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum
yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan, menarik  kesimpulan dalam  bentuk
argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan
preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di
dalam kesimpulan.

Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji
materiil Undang-Undang No.l Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias
Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya
Muhammad Igbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui
sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri
Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan
antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Berikut ini beberapa pertimbangan dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 :
Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon,
adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang
berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan,
“Anak yang dilahirkan di luarperkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk
mendapatkan status hukum anak;
Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum
mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan
perundang-undangana dalah mengenai makna hukum
(legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai
permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf
b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip
perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya
dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian
yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu
akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.
Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas nyatalah bahwa
(i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor
yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii)
pencatatan merupakan kewajiban administratif yang
diwajibkan berdasarkan peraturanperundang-undangan.
Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan
adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari
masing-masingpasangan calon mempelai.
Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara
melalui peraturan perundang-undangan merupakan
kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban
administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut,
menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.
Pertama, dari perspektif negara, pencatatan
dimaksuddiwajibkan dalam rangka fungsi negara
memberikan  jaminan  perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang
bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara
dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I
ayat (4) dan ayat (5) UUDI1945]. Sekiranya pencatatan
dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan
demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan
dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan
ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan
dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
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keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis [vide Pasal 28] ayat (2) UUD
1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan
oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai
perbuatan hukumpenting dalam kehidupan yang
dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi
terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian
hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna
dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan
pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang
timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat
terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan
dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang
timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan
terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses
pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan
pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian
mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat
dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu
akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang
berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih
efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya
akta otentik sebagai buktinya;

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum
mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan
adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa
“yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk
memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas
perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu
permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah,
tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa
terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa
baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui
cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu,
tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan
bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena
hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki
hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.
Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum
membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan
seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan
kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai
seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum
meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut
sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan
perkembangan teknologi yang ada memungkinkan
dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan
anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa
hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului
dengan hubungan seksual antara seorang perempuan
dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukumyang
di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara
bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak,
ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan
seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata
karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat
juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan
darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai
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bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal
prosedur/administrasi  perkawinannya, anak yang
dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.
Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak
yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak
tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar
kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki
kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan
yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat.
Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian
hukum yang adil terhadap status seorang anak yang
dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,termasuk
terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan
perkawinannya masih dipersengketakan;
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas
maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan,
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan
di lvar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-
laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuandan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyaihubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan
di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang
menyangkut Pasal 2 ayat (2) 10 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat
(conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional
sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah sebagai ayahnya;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan :

1)  Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a
quo;

2) Para Pemohon adalah memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

3)  Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk
sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5076); Dalam amar putusan, Mengadili,

Menyatakan :

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
sebagian;

2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah
sebagai ayahnya;

3) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai
hubungan darah sebagai ayahnya, sechingga ayat
tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya ;

5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi
berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan
perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah
Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan
faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan
merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan
berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban kewajiban
administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ;
pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud
diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk
memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan
dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan
yang merupakan tanggung jawab negara dan harus
dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang
dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945.

Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan,
maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan
ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara
administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar
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perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang
berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas,
dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan
dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.
Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak
bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak
yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan
dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi
secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil
tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan
spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun
melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak
tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa
anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan
seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan
dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak
tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki
yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan
terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena
kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara
seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah
hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan
kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya
adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan
anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-
mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat
juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah
antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.
Kemudian Mahkama Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal
43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan
Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi : “anak yang dilahirkan
diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 pada 17
Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar perkawinan
bukan untuk melegalkan perzinaan tetapi memberikan
perlindungan keperdataan kepada anak. Zina tetap haram
baik dari hukum agama maupun hukum positif, namun anak
akibat itu perlu dilindungi untuk memberikan perlindungan
anak dari hasil hubungan terlarang tersebut.

Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah
anak luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan
ayah bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya”. Tujuan putusan tersebut adalah
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melindungi anak luar kawin.

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang
Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak
di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya
kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa
disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak
dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya
adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan
yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu
dan kelaurga ibunya. Dari pernyataan tersebut bahwa anak
itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak
biologisnya dalam bentuk nasab ; hak dan kewajiban secara
timbal balik. Secara implisit dapat ditegaskan bahwa hampir
tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum
perkawinan Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar
nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas
hubungannnya dengan bapak biologis, dalam pasal tertentu.

Undang Undang Perkawinan tidak memberikan
pengertian anak luar kawin tetapi hanya menjelaskan
pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin akan
tetapi apabila dilihat dari isi ketentuan pasal 42 dan pasal 43
ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan maka dapat
ditarik pengertian bahwa anak luar kawin adalah anak yang
dilahirkan diluar perkawinan dan hanya memiliki hubungan
keperdataan dengan ibunya saja. Status sebagai anak yang
dilahirkan diluar perkawinan merupakan suatu masalah bagi
anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa
mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada
umumnya seperti anak sah.

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam
pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata
dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki
status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat
dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir
dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas
si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan
benihnya masih perlu dibuktikan. Di dalam Pasal 43 ayat (1)
dan (2) Undang Undang Perkawinan memberikan
pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai
berikut :

1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2) Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya
akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Hak anak selama masih dalam kandungan sampai
selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama antara
anak sah dan anak luar kawin. Namun hak keperdataan
antara keduanya berbeda. Orang tua wajib memberikan hak
anak secara total. Hak-hak itu bisa berupa penjagaan dan
pemeliharaan. hak kekerabatan, nama baik, hak penyusuan,
pengasuhan, warisan, bahkan sampai pendidikan dan
pengajaran. Hanya saja, hak-hak yang bisa dimiliki anak
luar kawin jelas berbeda dengan hak anak yang statusnya
sebagai anak sah, schingga anak Iluar kawin tidak akan
memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena
ketidak absahan pada anak luar kawin tersebut.
Konsekwensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi
ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak
sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya
untuk memenuhi kewajibanya yang dipandang menjadi hak
anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.
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Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan
hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.
Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan
oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu
juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti
pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat
dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian,
dengan adanya anak luar kawin, maka konsekuensi antara
suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-
anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan
tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata.
Hubungan Perdata yang dimaksud di atas adalah antara lain
hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau
suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila
di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal
dunia.

Tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut, antara lain
adalah :

1) Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak
dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan
sebuah realitas menjadi hubungan hukum, schingga
memilki akibat hukum.

2) Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak
baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun
lingkungannya.

3) Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang
dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak
(belum) ada kepastian.

4) Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak
dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut
hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya.

5) Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum
(legal custady) memelihara setiap anak yang dilahirkan
dari darahnya.

6) Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya
hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.

7) Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak
pada umumnya.

8) Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan,
pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan,
perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya
sebagaimana mestinya.

9) Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus
bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang
timbul karena perbuatannya itu, dalam hal menyebabkan
lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari
tanggung jawab tersebut.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin
dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis
yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan
Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi
ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab
terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya
melalui  mekanisme hukum dengan menggunakan
pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
mutakhir dan/atau hukum. Dengan kata lain, setidaknya ada
dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin
memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata
dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya : (1)
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pengakuan oleh sang ayah biologis; atau (2) pengesahan
oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguatkan
kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan
pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin
tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan
secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya
anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat
itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan
keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses
pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak
luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak
itu dengan ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280 KUH
Perdata bahwa : Dengan pengakuan terhadap anak di luar
kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan
bapak atau ibunya.

Kesimpulan dalam hal ini bahwa (1) Dasar
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
No.46/ PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat
(conditionally  unconstitutional) yakni inkonstitusional

sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan
Pasal 43 ayat (1) tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah  Konstitusi menyatakan  Pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 bahwa setiap
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan
Mahkamah  Konstitusi  No0.46/PUU-VIII/2010  bahwa
perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak
luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan ayah
bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin.

Sedangkan saran yang diberikan bahwa : Hendaknya
pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU-VIII/2010 membuat sinkronisasi hukum dan
peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya schingga
tidak menimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih
yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan
penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat
terwujud.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal
yang harus diwujudkan oleh kita bersama. Perlindungan
anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbubh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu
bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan
kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu
tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani
maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak selain
disebutkan dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 juga
tersirat dalam Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
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